
SALINAN I  

WALi KOTA PONTIANAK 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALi KOTA PONTIANAK 

NOMOR 53.27 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA NOMOR 17.1 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK UTARA 

KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WAL! KOTA PONTIANAK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakbiran, K.Iasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pemb8.I1.gunan dan Keuangan 

Daerah, menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu 

Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kata 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 .1 

Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak 

Utara Kata Pontianak Tahun 2020-2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

j d ih .pontianakkota.go.id 

Mengingat: 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), 

Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang 

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang 

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tam bah.an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4 700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tabun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintaban Daerah 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daeah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang ICasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007- 

2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Nomor 6); 

jdih .pontianakkota.go.id 



- 4 - 

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Bara! Tahun 2019 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kata Pontianak 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kata Pontianak Tahun 2008 

Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kata 

Pontianak Nomor 73); 

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kata Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran 

Daerah Kata Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117); 

16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kata Pontianak Nomor 149) sebagaiman telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kata Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan 

Lemabaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192); 

17.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangun Jangka Menengah Daerah Kata Pontianak Tahun 

2020-2024 (Lembaran Daerah Kata Pontianak Tahun 2019 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kata Pontianak Nomor 

171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 

(Lembaran Daerah Kata Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Kata Pontianak Nomor 191);  

18. Peraturan Wali Kata Nomor 79 Tahun 2016 ten tang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 

Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak 

(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79); 

jdi  h  .pontianak kola.go.id 
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19.Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk 

Pelayanan pada Kecamaatan dan Kelurahan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2019 Nomor 61); 

20.Peraturan Wali Kota Nomor 17.1 Tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 

2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 

17.1); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17.1 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEG!S KECAMATAN PONTIANAK 
UTARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17.1 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 
2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 17.1) diubah 
sebagaimana tercantum dalam La.mpiran dimaksud merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 11 1u \i 2o 'l'o 

WALI KOTA PONTIANAK, 
ltd 

EDIRUSDIKAMTONO 

Diundangkan di PontiJlnak 
pada tanggal 1-J 1u\i 2o'.2.1. 

SEKRETAR!S DAERktt KOTA PONTIANAK, 
ltd 

MUL�l 
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53-11 

jdi h .pon ti an ak kota. go.id 



PEMERINTAH 

KOTA PONTIANAK 

• 

KECAMATAN 
PONTIANAK UTARA 
Jt11n Khati1Usllw1 No.2. Koll Pontianak- Kalknlnllln 8ar1t 

Ttlp (�561) 881388 Kodlt Pos 78243 



KATA PENGAINTAR 

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha .sa karena atas rahmat, 

hidayah dan karunia-Nyah penyusunan Dokurnen Perubahan Kedua Rencana Strategis 

( Renstra ) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 dapat diselesaikan. 

Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Pontianak tara 

Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 merupakan suatu proses yang berorien asi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam egeri Nomor 86 tahun 2017 dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah 

daerah (RPJivID) Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 yang bertujuan untuk 

mendukung mewujudkan Visi dan Misi Walikota Kota Pontianak terpilih yaitu "Pontianak 

Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat" dengan Misi 

ke 3 (tiga) yang hams di laksanakan oleh Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak 

yaitu c Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Didukung Dengan 

Tekhnologi Informasi Serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas" 

Demikian penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan 

Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024, semoga dapat dijadikan pedoman bagi 

semua komponen Kecamatan pontianak utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Pontianak Juli 2022 
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BAB I .  

I P E N D A I H I U L U A N  

1 .. 1 .  Latar Belakang 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak adalah 

dokumen perencanaan untuk periods 5(hma) tahun. Dokumen rm memuat 

tujuan sasaran,program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan 

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Kecamatan Pontianak Utara yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan 

bersifat indikatif. 

Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Pontianak yang disusun setiap 

tahun dalam kunm waktu lima tahun. Selain itu Renstra Kecamatan Pontianak Utara 

Kota Pontianak menjadi acuan dalarn pengendalian dan evaluasi pembangunan pada 

Kecamatan Pon ianak Utara Kota Pontianak baik evaluasi Renstra maupun Renja 

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. 

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak 

dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan 

awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat 

Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. 

Undang-undang omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembvangunan N asional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah 

diwajibkan un uk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan 

pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana strategis 

(Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk rencana Kerja (Renja). renstra 

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020- 

2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun .. Renstra 

dijabarakan ke Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pontianak Utara 

Kota pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja 

Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada 

Gamba.r 1 . 1 .  berikut : 

I - 1 
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Gambar 1 . 1 .  Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan 

Lainnya 
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Beberapa ha\ mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan 

kedua atas Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak adalah: 

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Vcrifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasffikasi, Kodefikasi dan Nomcnklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan 

kondisi pada saat ini. 

2. Penyclarasan terhadap klasifikasi, kodcfikasi dan nomcnklatur program, kcuangan 

dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tcntang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnvcntarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah. 

3. Tindak lanjut rckomcndasi Kemcntcrian Pcndayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi didalam basil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021 .  

4. Penycsuaian tcrhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan ha\ 

lain yang dianggap pcrlu. 
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5. Perubahan secara urnum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global 

sejak awal tahun 2020 berubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi 

terhadap target ekonomi makro pendapatan yang mengalami penurunan, belanja 

daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun Perangkat Daerah di kota 

Pontianak . Dimana dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah 

adanya alokasi anggaran yang harus di efesiensi dan dialokasikan dalam rangka 

menutup penurunan pendapatan dan pena111ga111an covid-l O baik melalui pencegahan 

dan penanganan kesehatan pemuklihan emkonomi dan penyediaan faring 

Pengaman Sosial (Social Savety et), serta operasional gugus tugas. 

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya 

dokumen perubahan kedua Rens ra Kecamatan Pontianak Uta.ra Kota Pontianak tahun 

2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renj a Kecamatan Pontianak 

Utara Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 

dan 2024. 

1 .2 .  Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan keduaKecamatan 

Pontianak tara Kota Pontianak tahun 2020�2024 adalah: 

1 .  Pasal 1 8  aya (6) Undang-Unda.ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 

2 .  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

omor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin 

dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Daru.rat N omor 

3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia omor 2756) .  

3 .. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 

asional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 omor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) .  

4. Undang-Und!ang omor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang asional Talmn 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 

2007 Nomor 33 ,  Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 4700). 

5 .  Undang-Und!ang Nomor 26 Tahun 2007 ten ang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran egara Republik 

Indonesia omor 4275). 
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6. Undang-Und!ang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang omor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2020 omor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia omor 6573). 

7. Undang-Undang Nornor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 omor 4 Tambahan Lernbaran egara. Republik Indonesia Nomor 

6757). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2016 omor 1 1 4 ,  Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Norum: 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah omor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

omor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 19 Nomor 187 , .  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

9. . Peraturan Pemerintah omor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 8  Nomor 2 Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia ornor 617 ). 

10. Peraturan Pemerintah omor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2019 omor 42 Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia ornor 6322). 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13  Tahun 20 19 ten tang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Norum: 52 ,  Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 6323 ) .  

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17  entang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita egara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 12) .  

13 .  Peraturan Menteri Dalam egen omor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita egara Tahun 2019 omor 1447) . 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pcngclolaan Kcuangan Daerah (Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781). 

15. Peraturan Dacrah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rcncana Pcmbangunan Jangka 

Panjang Kola Pontianak Tahun 2005-2025 (Lcmbaran Dacrah Kola Pontianak Tahun 

2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 

73). 

16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Rencana Tata Ruang 

Wi\ayah Kata Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kata Pontianak Tahun 

2013 Nomor 2, Tambahan Lcmbaran Dacrah Kota Pontianak Nornor 1 1 7 ) .  

17.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Dacrah Kota Pontianak Tahun 2 0 1 6  Nomor 7, Tambahan 

Lcmbaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) scbagaimana tclah diubah dcngan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2 0 1 6  tcntang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Nomor 192). 

18. Pcraruran Dacrah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pcrnbangunan Jangka 

Menengah Daerah Kola Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2 0 1 9  Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Dacrah Kota Pontianak 

Nomor 171) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Nornor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 9  tentang 

Rcncana Pcmbangunan Jangka Mcncngah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 

(Lembaran Daerah Kola Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Nomor 1 9 1 .  

19. Kcputusan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tcntang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Percncanaan Pcmbangunan dan Kcuangan Dacrah. 

20. Pcraruran Wali Kola Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tcntang Kcdudukan, Struktur 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan di Kota 

Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 20 l 6 Nomor 79) . 

. I .  Maksud dan Tujuan 

Perubahan kcdua Rcnstra .Kccamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 

2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen 

percncanaan lain agar pcnyelcnggaraan urusan Kccamatan Pontianak UtaraKota 

Pontianak berjalan sesuai koridor. 
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Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota 

Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan 

aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada 

notnenklatur kegiatan da111 subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari 

pihak berkompeten. 

1 .2. S istematika Penuli san 

BABIPENDAHULUAN 

BAB II GAMBARA PELA YA A 

BAB III PERMASALAHA DAN ISU-ISU STRA TEGIS 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKA 

BABVIRENCA APROGRAMDANKEGIATANSERTAPE DA AA 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDA G URUSA 

BAB VIII PE TUP 



BAB II 
GAMBARANPELAYANAN 

2 . 1 .  Tug as, Fungsi dan S truktur 

Berdasarkan Peraturan Daerah omor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah telah dibentuk Kecamatan di Kota Pontianak. Dan 

berdasarkan ketentuan pasal 21  Peraturan Daerah omor 7 Tahun 2016  menyatakan 

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, 

Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangka Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota. 

Pada Peraturan Walikota Pontianak omor 79 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerj a 

Kecamatan di Kofa Pontianak adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerab dalam 

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 

pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang men jadi kewenangan daerah. 

2.2. 1. Tugas, fungsi 

Berdasarkan Pasal 7 pada Peraturan Walikota omor 79 Tahun 2016 ,  Kecamatan 

Mempunyai Tugas Pokok membantu W alikota melaksanakan urusan Pemerintahan 

Kecama an untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerin ahan, pelayanan 

publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menjadi kewenangan daerah, 

a. Camat 

Camat mempunyai tugas pokok memimpm dan mengkoordinasikan program 

kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, 

pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelengaraan 

ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di ingkat Kecamatan 

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan unit kerja pemerintahan daerah 

yang ada di Kecamatan. 

Untuk melaksanakan Tugas pokok Camat adalah melaksanakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pcmbangunan, kemasyarakatan, dan urusan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

tersebut, Camat mempunyai fungsi: 

1 )  Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 

2) Perumusan rencana kerja pemerintahan Kecamatan; 
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3) Penyelenggaraan pelayanan umum pernerintahan Kecamatan: 

4) Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan Kecamatan; 

5) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pcmerintahan Kecamatan; dan 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkairtan dengan tugas dan 

fungsi camat. 

b, Sekretaris 

Sekretaris rnempunyai tugas pokok merumuskan kebijakanan teknis, fasilitas, 

koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan sesuai dengan peraturan 

dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efesien, 

ntuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecarnatan mempunyai fugsi : 

1)  Peraturan kebij akan dibidang sekretariatan: 

2) Perumusan program kerja dibidang kerja kesekretariatan; 

3) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan; 

4) Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekre ariatan; 

5) Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan; 

6) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan; 

7) Pengelolaan administrasi kesekretariatan ; dan 

8) Pelaksanaan tugas fain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh camat 

1) Sub Bagian Umum dan Aparatur 

Mempunyai tu gas pokok merencanakan ke giatan, melaksanaan 

kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum d!an kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fugsi : 

l)  Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian; 

2) Penyelenggaraan kegiatan dibida.ng umum dan kepegawaian 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan 

kepegawaian · 

4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan 

kepegawaian · dan 

5) Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang 

diberikan oleh sekretaris, 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan 

kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan . 

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fugs i :  
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l )  Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan 

2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan 

berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan · 

3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan 

keuangan; 

4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan 

keuangan; da111 

5) Pelaksanaan ugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh 

S ekretaris. 

c. Seksi Pemerintahan 

Mempunyai tuga spokok merencanakan kcgiatan, melaksanakan kegiatan dan 

menyusuna laporan dibidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok 

Sekretaris Kecamatan mempunyai fugsi : 

1 )  Penyusunan rencana kerja dibidang pcmerintahan; 

2) Penyelenggaraan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum; 

3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas d.ibidang pemerintahaa; 

4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan 

5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pernerintahan yang diberikan oleh camat, 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegia.tan dan 

menyusun laporan di bidang pemberdlayaan masyarakat. · ntuk melaksanakan tugas 

pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fugsi : 

1)  Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat· 

2) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemeberdayaan masyarakat; 

3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan 

masyarakat; 

4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat; 

5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan 

oleh camat. 

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Mempunyai tugas pokok merencanakan kcgiatan, melaksanakan kegia.tan dan 

menyusun laporan di bidang ketentraman da111 ketertiban. Untuk melaksanakan tugas 

pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fugsi : 

1) Penyusunan rencana kerj a di bidang ketentraman dan keterti ban· 

2) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban; 
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3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan 

ketcrtiban; 

4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bi dang dibidang ketentraman dan 

kctcrtiban; dan 

5) Pclaksanaan tugas lain dibidang dibidang kctcntraman dan kctcrtiban. 

2.1.2. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari 

a. Camat 

b. Sckretaris Kccamatan 

I) Kepa\a Sub Bagian Umum dan Aparatur 

2) Kepala Sub Bagian Pcrcncanaan dan Kcuangan c. 

Kepala Seksi Pemerintahan 

d. Kepala Scksi Pcmberdayaan Masyarakat 

e. Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 

Adapun Narna-nama pcjabat yang mcngisi jabatan pada strnktur tcrscbut adalah 

sebagai berikut : 

NO NAMA I NIP JARA TAN l:Sl:LON 

l 2 3 4 

Kl:CAMATAN 

l .  Dini Eka Wahvuni,S.STP,MT Carnal IJJ/a 
2. Dra.Endah Yuliatv,M.Si Sekretaris Kccamatan 111/b 

3. Drs. Hcru Suwandi Kasi Pcmcrintahan IV/a 

4. Ibrahim Candra,S.Sos Kasi Kctcntraman dan Ketertiban IV/a 

5. S.Mansvi1r Mutahar Kasi Pcmbcrdavaan Masvarakat IV/a 

6. Muliansiah A.Md Kasubbae Umum dan Anaratur lV/b 

7. Mustika Sari, SE 
Kasubbag Pcrcncanaan dan 

IV/b 
Keuanaan 

KELURAHAN SIANTAN HULU 

l Tirta Ari fin, S.STP Lu rah IV/a 

2 Sri Jumaini SE Sckretaris Kelurahan IV/b 

3 Astra Kasi Pcmerintahan IV/b 

4 Fitri Scotiana, SE Kasi Pembcrdavaan Masvarakat IV/b 

Kl:LURAHAN SIANTAN Tl:NGAH 

I Titha Ramitha,S.STP Lu rah IV/a 

2 Dwi Haneaono ,AMD Sckrctaris Kclurahan lV/b 

3 Kasi Pemerintahan JV/b 

4 Urai Nursiah,S.Sos Kasi Pemberdayaan Masyarakat IV/b 

Kl:LURAHAN SJANTAN HILIR 

I Purwati,S.STP Lu rah IV/a 

2 Muhammad Daud,A.MD Sekretaris Kelurahan IV/b 

3 Herlina ,SE Kasi Pemerintahan IV/b 

4. Hamidah, SE Kasi Pemberdavaan Masvarakat IV/b 
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KELURAHAN BATULAYANG 

l Tcguh Sctiawan,S.STP Lu rah IV/a 

2 Busri Sckrctaris Kclurahan IY/b 

3 Kasi Pcmcrintahan lY/b 

4 Kasi Pemberdavaan Masvarakat IV/b 

Keterangan : 

•!• Jumlah Jabatan Fungsional Umum 23 Orang 

•!• Jumlah Jabatan Yang Tcrisi 21 Orang 

Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Utara 

Kota Pontianak 
Tahun 2022 

-------- 

CAMAT 

- ------ 

KELOMPOK 
JABATAN 

F U N G S I O N A L  

-------- 

SEKRETARIS 

KECAMA TAN 

� 

SUBBAG U M U M  &  

AP ARA TUR 

� 

SUBBAG 
PERENCANAAN & 

K E U A N G A N  

KASI  P E M E R I N T A H A N  

� 

KASI  K E T E N T R A M A N  DAN 

KETERT1BAN 

KASI P E M B E R D A Y A A N  

M A S Y A R A K A T  

Struktur Organisasi Kantor Lurah 
Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak 

Tahun 2022 

-------- 

LURAH 

-  -- 

K E L O M P O K  

JABATAN 
F U N G S I O N A L  

- -  

K A S I  

P E M E R I N T A H A N  

S E K R E T A R I S  

K E L U R A H A N  

--------- 

KASI 

PEMBEROAYAAN 

MAS YARA KAT 
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2.2. Sumber Daya 

Pada Per September tahun 2022 Kccamatan Pontianak Utara Kota Pontianak 

dalam melaksakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 45 orang Aparatur Negeri 

Sipil, dan dapat dilihat pada pcrkcmbangan jumlah Aparatur Negcri Sipil Kccamatan 

Pontianak Urara Kota Pontianak scbagai bcrikut : 

KECAMATAN PONTIANAK UTARA 
TAHUN 2018-2022 

NO TA HUN JUMLAH KETERANGAN 

l .  Tahun 2018 56 Orang ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara 

2. Tahun 2019 54 Orang ASN Sc-Kccamatan Pontianak Utara 

3. Tahun 2020 50 Orang ASN Se-Kccamatan Pontianak Utara 

4. Tahun 2021 47 Orang ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara 

5. Tahun 2022 45 Orang ASN Sc-Kccamatan Pontianak Utara 

Sumber: Suhhug Umum dun Apuruwr, Per September 2022 

Untuk menunjang pclaksanaan tugas pokok dan fungsi Kccamatan Pontianak 

Utara Kota Pontianak per September tahun 2022 terdiri dari I Sekretaris (Eselon III.a), 

3 Kepala Seksi (Ese[on TV.a), 2 Kepala Sub Bagian (Eselon TV.b), 3 Lurah (Eselon 

IV.a), 3 Sekretaris Kclurahan (Eselon IV.b) dan 6 Kepala Scksi Kclurahan (Esclon 

TV.b). Jumlah personil Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Per September 

tahun 2022 bcrjumlah 69 orang pcsonil , tcrdiri dari Aparatur Sipil Negara 45 orang 

(65,22%), Pekcrja Harian Lcpas 17 orang (24,64%),Tenaga IT 5 orang (7,25%) clan 

Satpam 2 orang (2,90%). Berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari laki-laki 45 orang 

(65,21%) dan pcrempuan 24 orang (34,78%). 

Berdasarkan golongan ruang denganjumlah ASN 45 orang terdiri dari Golongan 

lid I orang (2%), Golongan II/a I orang (2%), Golongan IT/c 2 orang (5%), Golongan 

11/d 8 orang (18%), Golongan Hl/a 4 orang (9%), Golongan 111/b 8 orang (18%), 

Golongan Ill/c I [ orang (25%), Golongan III/d 8 orang ( 18%) ,  Golongan TV/a I orang 

(2%) dan Golongan IV/b 1 orang (2%). Secara rinci daftar normatif pcgawai 

berdasarkan go\ongan ruang ,daftar norminatif bcrdasarkan tingkat pcndidikan dan 

daftar norminatif berdasarkan ese\on dapat dilihat pada tabel berikut : 
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DAFT AR NOMINATIF 

APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA HONORER DAN IT 

BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN 

GOL 
KANTOR SIANTAN SIANTAN SIANTAN BATU 

JUMLAH 
CAMAT I-IULU TENGAII HILIR LA YANG TOTAL 

RUANG 
L p L p L p L p L p L p 

Ila 

Vb 

lie 

Vd I I I 

ll/a I I I 

!Vb 

ll/c I I I I 2 

11/d I I I I I 2 I 5 3 8 

Ill/a 2 I I 2 2 4 

IIVb I 2 2 I I 2 4 5 9 

111/c 3 I 2 I 2 I 5 5 10 

IIUd I I I I I 2 I 4 4 9 

IV/a I I I 

IV/b I I I 

IV/c 

IV/d 

IV/c 

ASN 8 6 4 4 4 5 4 5 3 2 23 22 45 

Total 14 8 9 9 5 45 

IT I I 0 I 0 0 I 0 I I 0 3 2 5 

Total I I I I I s 

PHL s I 0 3 I 0 3 I 0 3 I 0 2 I I 16 I I 17 

Total 5 3 3 3 3 17 

SATPAM 2 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 2 I 0 2 

Total 2 a a 0 0 2 

ASN+IT+ 
16 6 8 4 7 6 7 6 6 3 44 25 69 

Pl-IL 

Total 
22 12 13 13 9 69 

Pcrsoml 

Sumber: Suhhag Un111m dan Aparatur ( Per September 1012) 

DAFT AR NOMJNATIF PECA \V Al 

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 
ASN KECAMATAN PONTIANAK UT ARA TAHUN 2022 

GOL 
KANTOR SlANTAN SIANTAN SIANTAN BATU 

JUMLAH 
CAMAT HULU TENGAII HILJR LA YANG TOTAL 

RUANG 
L p L p L I' L p L I' L p 

S-2 2 2 

S-11 D-4 2 2 2 3 I 2 a 3 3 a 8 IO 18 

D-111 I I I 1 3 I 4 

SMA s I I I 2 3 3 2 2 II 9 20 

SLTP I I I 

SD 

Jumlah 8 6 4 4 4 s 4 5 3 2 23 22 45 

Total 14 8 9 9 5 45 

Sumbcr: Subbag Un111m don Aparatur ( Per September 1012) 

Dalam rangka pclaksanaan Tugas dan Fungsi Kccamatan Pontianak UtaraKota 

Pontianak , maka di lengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana yang 

ada di Kccamatan Pontianak Utara Kola Pontianak adalah scbagai bcrikut bcrikut : 



I I �  14 

a. Gedung Kantor 

Gedung kantor Kecamatan Pontianak Utara terdiri dari Kantor Camat dan 4 (empat) 

kantor lurah sebagai beriku : 

1) Kantor Carnat Pontianak Utara telah rnenempati gedung kantor sendiri yang terletak 

di Jalan Khatulistiwa Nomor 2 Kelurahan Siantan Hilir 

2) Kantor urah Siantan Hulu telah mcnempati gedung kantor sendiri yang terletak di 

J alan 28 Oktober Kelurahan Si an tan Hu lu 

3) Kantor Lurah Sian an Tengah telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak 

di Jalan Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah 

4) Kantor Lurah Siantan Hilir telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak 

Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung III 

5) Kantor Lurah Batulayang telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak Jalan 

Khatulistiwa Kelurahan Batulayang 

b. Sarana Pendukung dan Perlcngkapan Kantor amnya 

Kondisi Sarana dlan Prasarana yang digunakan Kecamatan pontianak utara Kofa 

Pontianak telah disesuaikan dengan Permendagri No.7 Tahun 2016 tentang standarisasi 

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut : 

No Sarana dan Prasarana Kerja Keterangan 
(Lengkap.Kurang.Cukup) 

I .  Ruang Kantor Cukup 

2. Perlengkapan Kantor Cukup 

3 .  Rumah Dinas Cukup 

4. Kendaraan Dinas Lengkap 

Keterangan : 

1 .  Lengkap artinya sesuai dengan Permendagri 

2 .  Cukup artinya sedikit berbeda berbeda dengan Permendagri tapi kerja dapat berjalan 

3 .  Kurang artinya sarana dan prasarana yang ada tidak cocok dengan Pennendagri dan 

menghalangi kerj a. 

2.3. Kinerja Pelayanan 

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tercapainya misi, tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan 

Pontianak Utara Kota Pontianak, maka faktor keberhasilan yang turut mendukung 

pencapaian misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh 

Kecamatan Pontiamak U tara Kota Pontianak berdasarkan penyelenggaraan program 

dan kegiatan untuk memenuhi tugas dirnaksud, dalam 5 (lima) tahun. Kinerja Pelayanan 

dapat dilihat pada table 2 .3 .  
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PENCAVAIAN KINERJA PELAYA A TAHUN 20l5- 2019 

II - 1 5  

T:arget 
Target Renstra Perangkat Daerah 

Reallsasl Capaian Tahun Ke - Rasie Capaian Tahun Ke - 
lndikator Klnerja Sesuai Tahun Ke,. 

NO Tugas dan Fungsi Peraagkar 
Target Target Indikato 

Daerah 
SPK lKK r 

Lalnnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

( 1 )  (2) ()) (4) (5) 6) (7) 8) 9) (10) ( 1 1 )  ( 12 )  (l3) 14), (15) (16} (17) (18) (] 9) (20) 

1 
Nilai Evaluasi Akip Kecamatan 

95% 95% A BB BB B .B BB BB BB B B BB BB BB 
Pontianak tara 

2 
Persentase Teuiuan yang 

95% 95% 100% 95% 1.00% 95% 95% ]00% 100% IOO% 100% 100% 100% 100% 100% 
ditindak lanjuri 

3 
Nilai lndeks Kepuasan 

85,00% 85,00% 
90,00 Sangat Sangs 

85,00% s-.00% 
90,00 Sangat Sangat Sangat Sanga Sangat Sangat Sangar 

Masyarakat % Baik t Baik % Baik Baik Baik t Baik Baik Baik Baik 

Persentase Pelayanan 

4 
Administrasi yang dilaksanakan 

90% 90% 90% 95% 95% 90% 90% 90% 93% 100% 94% 94% ]00% 95% 100%, 
di Kecamatan Sesuai deagan 
SOP 

Persentase Penurunan Masalah 
5 Polauggaran Keamanan dan 85% 85% 85% 95% 10% 85% 85% 85°/() 99% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ketertiban Masyarakat 

Persentase Keterljbatan RT 
6 dalarn Kegiatan Pembangunan 100% 100% 90% 95% 95% 100% 100% 90% 95% 95% 100% lOWe1 100% 100% 100% 

di. Kecamatan dan Kelurahan 

Perseruase Hasil Musrenbang 
Kecamatan yang diakornodir 

7 dalarn Forum SK.PD Dibidang 100%1 100%1 85% 95% 100% 100'% 100% 85% 9'5% l00% 100% 100% 100% 100% 100% 
i  ik, Ekonomi dan Sosia I 

Buday a 
Per entase l. mbaga So ial 

8 
Masyarakat yang Berperan 

90% 90% 90% 95% 9-% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 
Aktif Dalam Layanan Dasar 
Masvarakai 



11 - 16 

2.3.1. Pcningkatan Pclayanan Prima 

Pelaksanaan Pclayanan Prima di Kccamatan Pontianak Utara mengacu 

kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai 

dcngan Pcraturan Pemcrintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Tcrpadu 

Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Proscdur diatur pada 

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional 

Proscdur Pclayanan dan Format Produk Pclayanan Pada Kccamatan dan Kclurahan Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 

26 jenis pelayanan dikelurahan, sebagai berikut : 

>- Jenis pelayanan di Kecamatan adalah seebagai berikut: 

I .  Pelayanan Penerbitan akte jual beli I hibah/pembagian hak bersama 

2. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris 

3. Pclayanan Pengcsahan Usulan Pcnsiun 

4. Pclayanan Surat Domisili Usaha 

5. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil 

6. Pelayanan Dispensasi Nilah Islam I Non Islam 

7. Pclayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur 

8. Pclayanan Pengesahan Surat Kctcrangan Tidak Mampu 

9. Pelayanan Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM 

10. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah Datang 

1 1 .  Pelayanan Surat Keterangan Pcmbangunan Tower 

12 .  Pclayanan Pengcsahan Surat Pindah 

13. Pelayanan Pengesahan Surat Masuk ABRI I Polisi 

14. Pelayanan Surat Keterangan Usaha 

15.  Pelayanan Pengcsahan Surat Pcrsctujuan Lingkungan, dan 

16. Pclayanan Surat Pcngcsahan Usulan Pensiun non Pcgawaia Ncgrci Sipil 

(Asuransi Sosial ABRI Tentara Nasional Indonesia/ Palisi (Asabri TNI/Polisi) 

� Adapun Jcnis Pclayanan di Kclurahan adalah scbagai bcrikut: 

I .  Pclayanan Surat Pcngantar Nikah 

2. Pclayanan Surat Pcnganrar Kctcrangan Penguasaan Tanah 

3. Pelayanan Registrasi Surat Pemyataan Tanah 

4. Pelayanan Registrasi Surat Kuasa 

5. Pclayanan Surat Keterangan Kcmatian 

6. Pclayanan Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pcnsiun 

7. Pelayanan Surat Keterangan Janda I Duda 

8. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah 

9. Pelayanan Surat Pcngantar Kartu Keluarga 
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to. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu 

1 1 .  Pelayanan Pengesahan Surat Perrnohonan KPR 

12 .  Pelayanan Surat Keterangan untuk Pengajuan Kred!it Uusaha 

1 3 .  Pela yanan Surat Keterangan Domisili U saha 

14. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Parta Politik/Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) 

1 5 .  Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Peduduk Musiman (KIP EM) 

16 .  Pela yanan Surat Keterangan Pindah Keluar 

17 .  Pelayanan Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) 

18 .  Pelayanan Surat Keterangan Waris 

19. Pelayanan Surat Keterangan Pind!ah Datang 

20. Pelayanan Surat Pengantar Cerai 

2 1 .  Pelayanan Registrasi Relass dari Pengadilan 

22. Pelayanan Surat Keterangan Kematian Non Sistem Administrasi 

Kependudukan 

23. Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan 

24. Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan 

25. Pelayanan Surat Pengantar Pengecekan Global Positioning System Tanah 

Badan Pertanahan asiona, dam 

26. Pelayanan Registrasi Fonnulir Pendaftaran TNT dan polisi RI 

2.3.2 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan dua se 

semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur 

penilaian terhadap pelayanan Kecamatan. Adapun tujuan utama dalam pengukuran 

survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. 

Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan 

publik selanjutnya, Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang 

kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Utara. 

Untuk indikator kinerja kegiatan, berupa rata-rata peningkatan kualitas unsur-unsur 

pelayanan prima yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima. 

Kegiatan ini diarahkan untuk mengulrur peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima 

dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak 

Uta:ra terhadap 9 unsur pelayanan yang diselengga:rakan oleh Pemerintah Kecamatan 

dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak · tam dengan cara menyebarkan kuesioner 

SKM kepada masyarakat penerima layanan. 
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TAHUN 2015- 2019 
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Pada penyajian tabel 2.4. di atas dapat di lihat dari B Program yang ada di Kecamatan 

Pontianak tara untuk realisasi dari tahun ke- 1 sampai tahun ke 5 Per rata- rata dalam 

keadaan Baik atau 80% ke atas. 

Ada 2. kegiatan yang realisasi dibawah 80% antara Iain : 

� Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Pada tahun ke-I dan ke-Z realisasi dibawah 80% disebabkan karena untuk kcgiatan 

tersebut tidak bisa terlaksana tanpa adanya surat resmi dari Kernendagri. 

» Program Peningkatan dan Pengembangan Sis em Pelaporan Capaian Kinerja 

Pada tahun ke-2 realisasi dibawah 80% disebabkan karena salah penganggaran 

2.4. Tan'tangan nan Peluang Pengembangan Pelayanan 

2.4.1. Tantangan 

1 .  Secara ekstemal Kecamatan Pontianak Utara kota Pontianak lebih dominan sebagai 

wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya pcdagang 

informal atau pedagang kaki lima (PKL). Hal ini mengakibatkan perlunya 

kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial dan untuk mengendalikan hadimya 

kegiatan perekonomian tersebut yang dapat menganggu kenyamanan di wilayah 

Kecamatan Pontianak Utara. 

2 .  S emakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tun tu tan pembangunan daerah 

di wilayah Kecamatan Pontianak Utara . 

3 .  Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal tanpa adanya keluhan. 

2.4.2. Pe]uang 

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pontianak Utara Kota 

Pontianak dalam pencapaian visi dan misinya antara lain: 

1 .  Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran 

Kecamatan Pontianak Utara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 

2 .  Adanya kepercayaan da.ri pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan 

Pontianak Utara untuk memacu dan memotivasi menjawab tantang dan 

permasalahan dimasa depan; 

3 .  Dukungan s akeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi 

nampak jelas dari tingkat aktifitas dlalam menghadiri undangan setiap kegiatan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pontianak Utara; 

4 .  Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan 

pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai: 
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5 .  Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam 

meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media infonnasi 

dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Pontianak Utara erutama dilihat dari 

posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas 

informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Pontianak Utara. 



BAB.III. 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

3 . 1 .  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara 

kinerj a pembangunan yang dicapai saat mi dengan yang direncanakan serta antara apa 

yang ingin dicapai dirnasa datang dlengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi 

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum 

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak 

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, 

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Pontianak Utara Kota 

Pontianak terdapat permasalahan-perrnasalahan sebagai berikut: 

3.1.1. Aspek Geogr.afis 

Kecamatan Pontianak Utara Kota pontianak seba.gian wilayah Kota Pontianak 

memiliki luas wilayah Kecamatan Pontianak Utara sekitar 37,22. km2. Sebagaimana 

Peraturan Walikota Pontianak nomor 55 Tahun 2008 secara administrasi Kota Pontianak 

terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan, dan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak 

merupakan wilayah terluas di Kota Pontianak diantara 5 (lima) Kecamatan yang ada 

dengan luas sebesar 37j22 km2 atau 34,41 persen dari luas wilayah Kota Pontianak. 

Kecamatan Pontianak tara terbagi atas Kelurahan Siantan Hulu dengan luas wilayah 

sebesar 9,20 km2 Kelurahan Siantan Tengah d.engan luas wilayah sebesar13 70 km2
, 

Kelurahan Siantan Hilir dengan luas wilayah sebesar 7, 7 km2 dan Kelurahan 

Batulayang dengan luas wilayah sebesar 6,45 km2 

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan 

dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas 

sebagai berikut : 

Sebelah utara 

Sebelah Selatan 

Seheiah Timur 

Sebelah Barat 

Desa Wajok Hutu Kabupaten Pontianak 

Sungai Kapuas dan Sungai Landak 

Desa Mega Timur, Kabupaten Kubu Raya 

Desa Wajok Hulu, Kabupaten Mempawah 

3.1.2. Aspek Sosial Kemasyarakatan 

Penduduk Kecamatan Pontianak. Utara Kota Pontianak sebagai subyek dan 

obyek paling berharga dalam pembangunan daerah per Semester 1 tahun 20 19 

berjumlah 143.984 jiwa d!engan proporsi pria : 72 .906 jiwa dan wanita 71.078 j i w a .  

Dengan jumlah KK 36.628 KK dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga 

Kecamatan Pontianak Utara termasuk cukup harmonis dalam budaya dan agamanya. 

III - 22. 
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Namun demikian, jumlah warga miskin Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak 

masih cukup besar 5.082 jiwa Kondisi kemiskinan tersebut salah satunya disebabkan 

oleh kurang memadainya infrastruktur jalan air bersih dan menurunnya kualitas 

sumber daya alam dan lingkungan hidup . .  Dengan semakin banyaknya penduduk 

pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya 

perlu ditingkatkan melalui kegia.tan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya, 

Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja 

yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pela ihan ketrampilan. 

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum 

Permasalahan Kecamatan Pontianak U ara Kota Pontianak ditinjau dari aspek 

pelayanan umum di antaranya adalah : 

3.1.4.L Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Utara 

Dari sisi personil, integritas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia aparatur 

pemerintah masih perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun 

pelayanan umum, ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari 

sisi pernutakhiran data dan akses publik. 

3.1.4.2. Kinerja Pelayanan Pendidikan 

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah , sebaran dan daya tampung sekolah 

negeri masih kurang, terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan di wilayah 

Kecamatan Pontianak Utara kota Pontianak terdapat 3 1  D  negeri, 5 SMP negeri dan 

5 SMA/SMK/MA N egeri. 

3.1.4.3. Kinerja Pelayanan Kesehatan 

Untuk pelayanan kesehatan jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat 

cukup proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu. 

Puskesmas di wilayah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak terdapat 5 

Puskesmas 1 Puskesmas 24 jam yang sedang dibangun menjadi RSUD Pontianak 

Utara yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan 2 

Puskesmas Pernbantu. 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepa]a Daerah & Wakil Kepa]a Daerah 

Terpilih 

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara kota Pontianak 

sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan 
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pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun 

dalam Rcnsrra Kccamatan Pontianak Utara Kota Pontianak scjalan dcngan Rcncana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kola Pontianak Tahun 2020 - 

2024 dan rnerupakan bagian dari pcriodc kccmpat pencaparan Rcncana 

Pcmbangunan Jangka Panjang (RPJP) Kola Pontianak Tahun 2005-2025 yang 

disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistcm Pcrcncanaan Pcmbangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor l O Tahun 2008 tentang 

Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, 

visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah "Pontianak Kota 

Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan 

Lingkungan ", Visi tcrscbut dijabarkan ke dalam cnam misi pembangunan yaitu : 

I .  Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan 

Bcradab; 

2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, 

Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga; 

3. Mcwujudkan Pcrtumbuhan Ekonomi dan Pcnanaman Modal untuk 

Kesejahteraan dan Keadilan; 

4. Mcwujudkan Kola Pcrdagangan,Jasa,Koperasi dan UMKM untuk Menyerap 

Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran; 

5. Mcwujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Pcrkotaan untuk 

Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan; 

6. Mcwujudkan Tata Ketola Pemcrintahan yang Baik (Good Governance), 

Masyarakat yang Paham Politik dan Taal Hukum. 

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat 

periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memi[iki tujuan dan 

arah kcbijakan tcrscndiri. RPJMD Kola Pontianak Tahun 2020- 2024 scndiri 

merupakan periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka 

pcmbangunan jangka panjang Kota Pontianak. 

3.2.1 Visi Kota Pontianak. 

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, 

kondisi, pcrmasalahan dan tantangan pcmbangunan yang dihadapi scrta isu-isu 

stratcgis yang berkcmbang, maka Visi pcmbangunan Kota Pontianak untuk lima 

tahun mendatang (2020-2024) adalah : 
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Visi Kota Pontianak 2020-2024 : 

"PontlAnAK KotA KHAtULlstlWA BeRWAWASAn 

LINGKUNGAn, CcRDAS DAD BeRMARTABAt" 

Penjelasan dari visi tersebut adalah : 

I. Pontianak Kota Khatulistiwa, 

"Kora Pontianak merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Kalimantan Barnt yang tepat 

bcrada di lintasan garis khatulistiwa". 

Hal ini menunjukkan bahwa visi tcrscbut mcngcdcpankan potcnsi yang dimiliki Kota 

Pontianak yaitu letak gcografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mcmpunyai 

keunikan yang dapat ditonjo\kan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai 

ibukota propinsi, dckat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan 

Negara tetangga Malaysia membuat Kata Pontianak sebagai kota transit yang strategis 

dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga 

dalam pcncapaian visi tcrscbut sccara optimal akan mcmanfaatkan kcunggulan 

keunggulan tersebut. 

2. Berwawasan Lingkungan, 

"Mcmiliki maksud bahwa aspck lingkungan mcrupakan hal pcnting dalam, sctiap 

pembangunan di Kota Pontianak menu ju kota yang bersih, hijau dan teduh". 

Dcngan dcmikian seriap pemanfaatan dan pcndayagunaan potensi dan pendayagunaan 

potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan 

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian [ingkungan hidup, berkeadilan, dan 

digunakan scbesar-besarnya untuk kemakmuran dan kcscjahtcraan masyarakat. Sebagai 

kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang 

dcngan mcmpcrhatikan kualitas lingkungan hidup, kebcrsihan, keindahan,kcnyamanan, 

mcmbcrikan rasa aman serta tcrtib dan tcratur scsuai dcngan scrta tcrtib dan tcratur scsuai 

dengan rencana tata ruang kota, sehingga menjadikan kota Pontianak yang Bersih, Sehat, 

Hijau dan Asri dcngan mengutamakan kcarifan lokaL 

3. Cerdas, 

"Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman 

unyuk didiami dcngan lingkungan yang bcrsih dan bcrkelanjutan, melalui pcncrapan 

solusi ccrdas bcrbasis tcknologi informasi, scrta beroricntasi kcpada pcningkatan kualitas 

hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan 

tcrintcgrasi". 
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Hal ini mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar 

pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius, 

Pembangunan Kota Pontianak diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

memiliki keunggulan kompetitif, inovatif. ehingga diharapkan dengan surnberdaya yang 

berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan 

kemakmuran bagi penghuninya sehingga Kota Pontianak menjadi kota yang dikelola 

dengan tata kelola pemerintahan dan tata ruang yang baik dengan sumberdaya manusia 

yang Cerdas dan Inovatif. 

4. Bermartabat, 

Artinya Kora Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran 

terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas bersih, 

melayani, transparan dan akuntable". 

Misi Kota Pontianak 

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangk.a menengah 

yang mengaralhkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka 

menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 selama 5 (Iima ) tahun ke depan sebagai 

berikut: 

l .  Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya 

2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif 

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi 

Informasi, Serta Aparatur yang Berintegritas Bersih dan Cerdas 

4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatifdan Berdaya Saing 

5. Mewujudkan Kota yang Bersih Hijau, Aman Tertib, dan Berkelanjutan 

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala. Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung pada Kecamatan Pontianak tara, 

hal ini di tunjukkan melalui : 

a. Pernyataan misi ke 3 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang didukung Dengan 

TeknologiInformasi serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas: 

Pada misi ketiga ini, Kecamatan Pontianak Utara berperan dalam : 

1 .  Mernaksirnalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan 

muatan kemudahan koneksitas infonnasi dan komunikasi berbasis teknologi infonnasi. 

2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang didukung oleh teknologi dan komunikasi 

serta a a kelola yang baik. 
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3. kcmampuan Sumbcr Daya Manusia (SOM) yang mumpuni dan mau terns mcningkatkan 

kemampuan diri," 

4. Sumber Daya Manusia pemerintahan yang cerdas melalui keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas 

pelayanan kcpada masyarakat. 

5. Mcnjamin tcrscdianya pclayanan kcpada masyarakat dan mcnggunakan sumbcr daya 

yang tersedia secara efektif efisien, optimal dan bertanggungjawab 

6. Mcningkatkan kemampuan, profesionalismc dan moral pcnyc[cnggara pcmcrintahan 

agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat 

7. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, 

yang scmuanya tcrscbut dilakukan dalam rangka mcnuju pcmcrintahan yang bcrsih dan 

bebas dari korupsi 

3.3. Telaahan Renstra KIL dan Renstra 

Renstra KIL dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pertimbangan bagi 

Kccamatan Pontianak Utara dalam mencntukan arah pcngcmbangan pclayanan dan 

kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. 

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Kecamatan 

Pontianak Utara yang mcrnpcngaruhi pcrmasalahan pelayanan Pcrangkat Daerah antara 

lain: 

I) Kurangnya pcrsonil pengelolaan data pcmcrintahan umum, pengelolaan data dan 

pcngclola di sctiap seksi di Kecamatan , sehingga untuk meningkatkan kincrja 

pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional; 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Stratcgis 

Kondisi saat ini Kccamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dari luas total sckitar 

39.97 Ha2 dengan kepadatan penduduk per September tahun 2022 rata-rata mencapai 

36.628 jiwa dcngan jumlah RT dan R W . Kccamatan Pontianak Utara tcrdapat bcbcrapa 

pcrusahaan yang bcrgcrak pada industri bcsar dan scdang, sclain itu juga tcrdapat 

beberapa komplek perumahan yang tersebar di 4 (empat ) Kelurahan, maka dapat 

dikatakan bahwa Kccamatan Pontianak Utara Kota pontianak kcpadatan pcnduduk 

maupun pemanfaatan lahannya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu kedepan 

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak akan menata dan mengoptimalkan setiap 

lahan yang ada untuk dapat dipcrgunakan scbaik-baiknya unruk pcnghijauan, konscrvasi 

lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pembuatan biopori, 

pcmilahan sampah scrta normalisasi sctu dan sung 
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3.5. Pcnentuan lsu-lsu Stratcgis 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat mcncntukan 

dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk 

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. ldentifikasi isu yang 

tcpat dan bcrsifat srrategis mcningkatkan akscptabilitas prioritas pcmbangunan, dapat 

dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan mcngintcgrasikan kajian pcrmasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pclayanan Pcrangkat Dacrah sccara umum dan mcrnperhatikan tantangan dan 

pennasa\ahan menurut arahan RPJMD Kota Pontianak pada issu-issu strategis yang 

akan mcnjadi landasan pcnyusunan visi dan misi Kccamatan Pontianak Utara Kota 

Pontianak lima tahun mendatang. 

lssu-issu Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kola Pontianak 
Tahun 2020- 2024 

NO ISSUE STRATEGIS PERMASALAHAN STRATEGIS 

I Pclayanan Publik • Kualitas pclayanan publik baik dalam pclayanan dasar 
masyarakat maupun pelayanan um um perlu 
ditingkatkan. 

• lntegritas dan profesionalitas aparatur pernerintah 
dacrah pcrlu ditingkatkan. 

• Daya dukung insfrastruktur peleyanan publik perlu 
ditingkatkan. 

2 Kelembagaan Masyarakat • Rendahnya kapasitas dan peran lembaga 
kemasyarakatan (partisipasi publik) dalarn 
pembangunan. 

3. Scktor Pcdagang lnformal • Pcrlu ditingkatkan tertatarapinya pcdagang kaki lima 
PKL) (PKL). 

• Keterlibatan toko masyarakat agar sermg dilakukan 
untuk koordinasi 

Sektor Pariwisata dan • Perlu penataan yang lebih komprehensif di kawasan 
Ekonorni Kreatif Tugu Khatulistiwa. 

• Penataan kembali Makam Sultan Sy. Abdurrahman 
Batulayang sebagai objek Wisata Religi. 

• Fasilitasi sektor ekonomi lokal unggu\an dalam 
pcrmodalan, pe\atihan SDM dan pcmasaran produk 
UMKM. 

• Penataan Kawasanan ex. Terminal Batulayang 

• Pcnataan Bukit Rel sebagai obyck dcstinasi wisata 
lokal 

5 Kualitas lingkungan hidup • Rendahnya cakupan layanan pcrsampahan. 

• Masih kurangnya kesadaran serta peran serta 

masyarakat dalam pcngclolaan sampah. 
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Berdasarkan issu-issu strategis sebagaimana pada tabel tersebut di atas maka perlu digunakan 

analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT I Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). 

Dengan basil pada masing-masing analisis adalah : 

a. Faktor Kekuatan ( Strengh ) 

L Adanya dukungan Dana APBD Kota Pontianak Untuk Penyelenggaraan Telah 

ditetapkannya Peraturan Walikota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak 

Nomor 54 Tahun 2008 ten ang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Ta a Kerja 

Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mcngenai kedudukan 

tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen 

I aparat Kecamatan Pontianak U ara ; 

2. Aparat Kecamatan Pontianak Utara bekerja secara profesional, memiliki integritas, 

dedikasi dan komitmen yang tinggi; 

3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Utara yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa 

mernberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif; 

4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejaba fungsional 

sehingga tcrcipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 

5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan Pontianak Utara· 

6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi. 

b. Faktor Kelemahan ( Weakness ) 

I .  Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan ; 

2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan 

adanya juklak dan juknis; 

3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum 

diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerinah Kota Pon ianak. Hal ini karena 

proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam 

rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi 

antar lnstansi dalam urusan perencanaan. 

4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat 

sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif 

dan berkelanjutan. 

5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. 

6. Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap pennasalahan yang 

berkembang masih lemah dan belum terpadu 

1. Analisis Lingkungan Internal 
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7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan 

sehingga menghambat kinerj a instansi 

8. Kondisi alarn wilayah Kecama an Pon ianak utara Kota Pontianak dengan bencana 

musiman seperti banjir air pasang dan angin puring beliung 

9. Untuk mempertegas penanganan arus lalulintas untuk mengurangi kecelakaan dan 

kemacetan, maka perlu pengaturan kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk melintas di jalan 

Budi utomo yang akan menuju arah masuk dan keluar kota 

10 .  Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang erbuka hijau 

2. Analisis Lingkungan Eksternal 

a. Faktor Peluang (Opportunity) 

I . Sistern dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dlengan baik; 

2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga 

menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pontianak Utara; 

3 .  Pen era pan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya 

bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 

4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga. dengan para pemangku 

kepentingan (stakeholders); 

5 .  Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2020 - 2024 yang mernpakan pedoman bagi perencanaan 

pembangunan di Kota Pontianak; 

b. Faktor Ancaman ( Threat ) 

I .  Tuntutan dan aspirasi semakin beragam de111ga111 berbagai kepentingan yang seringkali 

sating berten angan, dan hal tersebut hams ditampung dan diperhatikan · 

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyaraka.t yang belum 

memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif; 

3 .  Bervariasinya tingkat pendidikan sosial ekonorni masyarakat yang berpengaruh pada 

pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara Kota 

Pontianak; 

4 . Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat. 



STRENGTHS 

l l l - 3 1  

WEAKNESES 

FAKTOR 

INTERNAL 

FAKTOR 

1 Tebh dnctapk,mnya Perda KoTJ Pon11armk 

tcntang Struktur Orgamsasi dan tald KcTja 
Per:mgkat Dacrah yang ditimfaklanjuti 
dcngan Peraurran Walikota Pomiunak 
Nomor 54 Tahun 2008 tcntang pcnjabaran 
Tug,,, Pokok, Fu11�, d.111 Tata KerJa 
Kccumatan Keputusen Wahkuta mr 
mcmberikan kejelasan mengenai 
kcduduknn. tugns pokok. fungst dan 
wewcnang yang mcnjadi tanggung jawab 
seluruh komponen I aparat Kecamatan 
Pontianak Utarn Korn Ponnanak; 

2 Aparatur Kccamatan Pontianak Utara Kuta 
Puutmnak bckcrja sccara professional. 
mcmilikr intcgritas. dcdtkasi dan komitmcn 
yang tinggr; 

J. Pola kcrJJ <l1 Kccmnacan Punuanak yang 
sistcmatik (fan tcrjadwal sehingga b.sa 
111e111b�nkan hm,11 yar,g optunal, di,n:n 
dan cfcknfl 

4 llubungan kerja dan kcordmasr yang baik 
nntura p1mpm,m dun para pqabat 
fuagsional �chmgga tcrcipta suasana kcrya 
yJng koridu�1fdJn nyaman, 

5 Tcrscdrunyc saruna/prasaruna d,.m sumbcr 
pembinaan yang relative cukup memadai 
umuk kclnucurun pclaksanauu tugas-tugas 
di Kccamatan Ponuanak Utara. 

6 Surnlx,r Daya Mam,�, yang mempunyai 

7. Kurunguya 
hcrkuahtas 

dukungan aparutur yang 
bark dr Kccamatan dan dt 

Keh,rabJn <;ehi11gga menglrnmbat lme,ja 
mstansr. 

perencana.1.n 
5. lklum opumalnya parns.pasi masyarakat 

dalam proses pcrcncauaan dan 
pcmbangunun 

6. Pcngclolaan dan Pcngcmbangan data scrta 
;1r1.,hs1� tcrhadap p,:nna�,bhnn ynng 
berkcmbang mastb kmah dan bdum 
terpadu. 

I. Kurangnya pcga\,a1 dr SKI'D Kccamatan 
Pontianak Utara dan ringkar Kelurahan. 

2. Pchmpalwn scbaglan kcwcnangun Wahkorn 
kcpada Camat bclum discrtas dcngan juklak 
1la11111k111s. 

3. Bclum mcndapatkun pclanhan scbJgai 
tenaga operator computer yang berhubungan 
dcngan pdayamm. 

4. Dalam pclahnaannya. pcrcncanaan 
pembangunan lewal Musrenbang 111.1�,h 
bclum dtakomodrr scmua usulan-usulan olch 
Pcmerintah Utara Pontianak. Hal im karena 

proses dan mckumsrncnya yang 
mcmburuhkan �1llu� wakru yang panpng 
dalam rangkaran kcgiatan yangbcmrutan 
'.>l'TtJ sutunya m�nJ;,hn d,m m!:n11:a1ur 
koordinasr antar lnstasi dalam un,<san 

OPPORTUNITIES 

1 S,stem dan B,rokrasi Pernenntah Kora 
Ponuunak �ud.,h tcrtata dcngan bail 

2. Kcpenump,an Carnal yang vrstoner. 

berkonmrncn dnn bcnmegritas schingga 
mcncrptakan pcmbangunan yang 
berparnsipatif di Kecamarnn Pontianak 
UtarJ. 

J. Penerapan otonom, daerah yang 
mcmbcnkn11 k=mp;nan bcrpmkar><1 seluas 
luasnya bagi dacrah dalam pcrcncanaan dan 
pelaksanaan pernbangunan. 

4. Hubungau yang hurmonis dcngan mstuusi 
lam dan Juga dcngan para 
pcmangkukepentmgan ( Swir.:nho!dcr�) 

5. Ductapkunnya l'crda tcntang Rl'JMD Kum 
Pontianak Tahun 2020-2024 yang 
mcrupakan pcdoman bagi pcrcnceneeu 
pcmbangunan dr Kota Pontianak. 

THREATS 

I Tunturnn dJn aspiras, semakin beragam 

dcngan bcrbagar kcpcnungan yang 
senngkau salmg hencntangan, dan hal 
tersebut )mrus du.nnpung dan diperhnnkan. 

2 Masih adannya aparat pcmcrintahan dan 
juga kclompok masyarakat yang bclnm 
memalmnu art1 pcntmg d,m prost"> 
perencanaan pembangunan pars1t1pauf 

3 lkr.·"riasmy-J 1ingka1 pcndi1liknn, MJsml 
ckononn masyarakat di Kccamatan 
Pontianak Utarn 

4. Masih adannya kebijalrnn yang kadang 

kadang 1,dak berpihak pada masyarakat 

STRATEGI W-0 

1 Pemngkatan kemampuan k1,1erarnpilan, 

<lmplm ecnu ocngcmbangen budaya kcrja 
organ,sas, dalam rangka penmgkatan 

profesionabsme dan kerja aparatur. 
2. Opnmalisasi pcnyclcnggaraan pcmcnntaban 

dan pelayarmn publik di Kclurnhan dan 
Kt'Cdmatan dalam rJngka TIK"'ll.JUdtk.in 
Kclurahan dan Kecamatan sebaga, uJung 
lombak pel;,y;m,,n k�-p,ida 1na�}'.tr.1k;it 

3. lvlcn)CdMhlln dokumcn pcrcncamum 
pembangunan jangka pend ck, menengah dan 
Jangka pJnjang Kota d,ifam rnnglrn 
optimahsa.�1 kinc!Ja pcnyeknggaraan 
pembJngum,n dJn pemcrin1ahan 1neli1lu1 
�ysccw pmga,vasan yang ba,�. 

4. Mendorong optimalisas1 konsuha�,. 

koordin.isi <lan kcrjasoma antnr p1mpman 
msta<;l l'crangkat Dacrab dalam rangka 
meningka1kan keterbukaan dan lrnn�parnnst 

mrom1as1 pt"'ll.yclcnggaraan p�-m�"Timahan 
dan pclaksanaan Pembangunan. 

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu 

kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah infonnasi 

gcospasial dalam Kcbijakan Satu Peta. 

Dal am Undang-undang Nomor 4 Tahun 20 I I Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah 

wajib mcmfasilitasi Pembangunan lnfrastmknlf lnformasi Gcospasial {IIG) untuk 

mcmpcrlancar pcnyclcnggaraan Informasi Gcospasial. Discbutkan pula bahwa IIG dimaksud 

terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SOM). 

Dalam rangka mcngurangi kcscnjangan 110 sc11a untuk lcbih menguatkan pembangunan 

informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 
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2014 ten tang J aringan Informasi Geospasial Nasional ( JIGN). JIGN merupakan suatu sistem 

penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, 

dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam 

rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial 

melalui pengoptimalan JIG yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang 

informasi geospasial pusat dan daerah, 

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana 

penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong 

kemud!ahan berusaha. di Indonesia yang bennuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Norum: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan 

sesuaj peruntukannya rnenurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum 

tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial 

khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan 

dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing 

masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar 

penetapan tempat lokasi usaha d!an/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi. 

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 20 17 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan da111 Penganggaran Pembangunan asional. Dalam peraturan pemerintah ini 

disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan 

pendekatan Tematik, olistik, Integratif, dan Spasial (Tl IS). Selain itu pendekatan yang 

awalnya money follow function berubah menjadi pendekatan money follow program. Oleh 

karena itu, untuk terus meningkatkan efek ivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

terutama untuk mengatasi kescnjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan 

informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: 

Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024). 

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses 

perencanaan pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada infonnasi 

geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama. 

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah, 

Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul j aringan adalah terciptanya 

efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga 

proses perencanaan pelaksanaan d!an pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan 

informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggnngjawabkan. 



BAB.IV. 

TUJUAN DAN SASARAN 

Pcrcncanaan Stratcgis (Rcnstra) mcngandung pcnyataan Visi dan Misi, Tujuan dan 

Sasaran, cara rnencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yangrealistis 

untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin 

komplck. Pcrubahan tcrscbut harus disusun dalam tahapan yang tcrcncana, kcnsistcn dan 

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada 

pencapaian hasil (outcomes) yang diharapkan. 

Untuk mcngantisipasi pcrkcmbangan, perubahan dan tantangan masa depan, scrta 

meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu 

kondisi yang lcbih baik, Kecamatan Pontianak Utara harus mcmpcrsiapkan diri agar tctap 

cksis dan unggul dcngan scnantiasa mcngupayakan perubahan kcarah pcrbaikan, scrta 

mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan 

Kccamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, membangun operasi dan prosedur untuk 

mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja 

keluaran (outputs) dan atau kinerja hasil (outcomes). 

Visi adalah rumusan umum mcngcnai kcadaan yang diinginkan pada akhir pcriode 

perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan 

potcnsi scrta prcdiksi tantangan dan pcluang pada masa yang akan datang. Bcrdasarkan makna 

tersebut dan scsuai dcngan Visi Pcmerintah Kola Pontianak Tahun 2020-2024 Misi adalah 

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan 

dapat tcrlaksana dan berhasil dcngan baik sesuai dcngan visi yang telah ditcrapkan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan Kota Pontianak di dalam 

Perencanaan Strategis Kota Pontianak Tahun 2020-2024 berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran Pernerintah Kota Pontianak adalah : 

Misi I 

Misi 2 

Misi3 

Misi4 

Misi5 

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan 

Berbudaya 

Mcnciptakan lnfrasrruktur perkotaan yang bcrkualitas dan reprcscntatif 

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan 

teknologi informasi scrta aparatur yang bcrintcgritas, bcrsih dan ccrdas 

Mcwujudkan masyarakat scjabtcra yang mandiri, krcatif dan bcrdaya saing 

: Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan 
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engan 5 Misi kota Pontianak lebih mengarahkan pad!a kesejahteraaan masayarakat baik dalam 

infrastrukur, pelayanan yang berbasis teknologi informasi, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam perekomian yang mandiri serta terwujudnya kota yang bersih, hijau d!an 

aman bagi masyarakat, 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka . enengah 

4.1.1. Tujuan 

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta 

telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai yang dirumuskan dan 

merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu 

tertentu 1 ( satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. 

Tujuan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak merupakan permasalahan yang 

dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan dan mendukung 

pencapaian Visi dan Misi W alikota. Jadi berdasarkan Permasalahan yang d!an 

dipadukan dengan telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap 

Renstra d.apat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang hams ditangani 

dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2020-2024). 

Tujuan adalah merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota 

serta telaahan terhadap arah kebijakan yang ingin dicapai yang dirumuskan dan 

merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka wak.tu satu 

sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pemyataan visi d!an 

misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil 

yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur, Ukuran keberhasilan dari 

sasa:ran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator keinerja sasaran yang 

ditetapkan. 

4.1.2. Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecama an Pontianak Utara dalam jangka waktu 

tahunan, sampai lima tahun mendatang. 

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria 44SMART"'. Analisis SMART 

digunakan untuk menjabarkan isu yang telah d.ipilih menjadi sasaran yang lebih jelas 

dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), 

terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time 

bound). 
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Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak 

Tahun 2020-2024 adalah: Meningkatnya KuaJitas Layanan Kepada 

Masyarakat" Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan 

indlikator '!KM kecamatan '.Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat 

diukur dengan Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak 

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kcdepan yaitu pada tahun 2020- 

2024 dapat dilihat pada tabel 4. : 1 .  berikut ini : 

TABEL.4.1. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah P'elayanan 

Kecamatan Pontianak Utara 

INDIKATOR TARGET Kl NERJA TUJIUAN / SASARAN 

No. TUJUAN SAS ARAN TUJUAN/SASAR 
FORMULA IIND:IKATOR PAIDA TAIHUIN 

TUJUAN/SASAjRAN 
AN 

2021 2022 2023 1024 

tu (2) (3} I  (4} , ( 5 )  (6} 1 7 }  (8} {9) 

IMeningkatka 
n kualitas lndleks Kepuasan Ti1ngkait Pellayanan = 

Sangat Sangat Sangat 
1 layana1n Masyaraikat Volume/capadty 

sangat 

k e pa d a  ( I K M )  Ratio 
IBaik Baik Baik Baik 

masyarakat 
IMeningkatkan 

Terlaksananva 
IP@ny@l,@ngga ran 

Peny,elenggara n 
Tingkat 

IP·eme·rintahan 
Pemerintahan 

Penyele nggaraa n 
dan Pelayanan 

dan Pelavanan 
Pelayanan Publk = 

90% 90% 95% 100% 
IPublik Jumlah Fasi l itas yang 
terhadap 

Pub l ik terhadap 
Terssdia I Fasilitas 

layanan kepada 
lavanan kepada 

Sesuai dengan Standar 

masyarakat 
masvarakat 

IMeningkatnya Terlaksananva 
Tingkat Pemberdayaan 
= Jumlah 

pemberdavaa n pemlberdayaa n 
Pemberdavaan yang 

90% 90% 95% 100% 

masyarakat masvara kat 
dltaksanakan 

Mening:katnya 
Terlaksananva 

koordinas i 
Koordinas i 

Tingkat Koordlnasl 
ketentraman 

Gangguan 
Trantib = Jum lah 

dan ketertiban Masalah Trantib yang 90% 90% 95% 100% 

terhadap 
Trantibum yang 

diselesaikan I 

lavanan 
dapat 

d l t an g a n i  
masyarakat 

dise llesai ka n 

IMeningkatnya 
Tingkat 

p@ny@l@nggaran Tsrlaksananva 
Penyele nggaraa n 

urusan Koordina1si 
pemerintahan penyel enggaraa n 

Urusan Pemer i ntahan 
Umum = Jum lah 90% 90% 95% 100% 

umum urusan 
La1yana1n Mla1syarakat I 

terhadap pemerinta ha n 
layanan um um 

Layanan Sesuai 

masyarakat 
dsngan Standar 
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BAB.V. 

STRATEGI DAN AJRAH KEBIJAKAIN 

Strategi dan arah pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

mengenai metode atau pendekatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga efektif dan 

efesien, Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga. dapat digunakan 

sebagai instrument untuk melakukan transformasi, reformasi birokrasi dan perbaikan 

manajemen kinerja secara menyeluruh sejak tahap perencanaan pelaksanan monitoring dan 

evaluasi terhadap setiap program pemabangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari 

serangkaian proses perencanan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu 

strategis yang hams dihadapi selama 5 (lima) tahun ke depan, 

5.1. Strategi 

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan 

kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang 

selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam 

rancangan awal RPTh1D . Strategi dan kebijakan jangka mcnengah Perangkat Daerah 

menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka 

menengah , dan arget kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi 

tugas da111 fungsi Perangkat Daerah, Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya 

menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RP JMD yang menj adi 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan 

perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan 

efektif dan efisien. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) 

diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-Iangkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi 

Kecamatan Pontianak Utara dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan 

yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan 

yang ada. Rumusan strategi merupakan pemyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran 

akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. 

5.2. Arab Kebijakan 

Arah kebij akan meru pakan suatu bentuk konkrit dari us aha pelaksanaan 

perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat 

daerah agar lebih optimal dalam menenrukan dan mencapai tujuan. Arah kebij akan 

juga merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan 
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perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada 

setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. 

Selain i u arah kebijakan pembangunan daerah juga mempakan pedoman dalam 

mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis 

dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 

pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki 

kesi nambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya 

dalam rangka mencapai mencapai visi misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai 

dengan pengaturan pelaksanaannya Kebijakan diambi1 sebagai arah dalam menentukan 

bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat 

internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan 

maupun bersifat ekstemal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan 

memfasilitasi kegiatan masyarakat. 

Adapun strategi dan kebij akan yang dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut : 



TABEL.5.1. 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
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VISI Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Ccrdas dan Bermartabat 

MISI 3 
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan 
tcknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bcrsih dan ccrdas 

Tujuan Sasaran Stratcgl Arah Kebijakan 

Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan - Meningkatkan Koordinasi 
kualitas Penyelenggaran Penyelenggaran Penyelenggaraan 
layanan Pemenntahan dan Pemerintahan dan Kegiatan Pemerintahan di 

kepada Pelayanan Publik Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan 
masyarakat terhadap layanan kepada 

masyarakat 

- Mclaksanakan Urusan 
Pcmcrintahan yang tidak 
Dilaksanakan olch Unit 
Kcrja Pcrangkut Dacrah 
van , ada di Kccamatan 

Mcningkatnya Mcningkatkan - Mcningkatkan Koordinasi 
pcmbcrdayaan pcmbcrdayaan Kcgiatan Pcmbcrdayaan 
masyarakat kclumhan masyarakat kclurahan Kccamatan dan Kclurahan 

- Melaksanakan Kegratan 
Pemberdayaan 
masvarakat 

Mcningkatnya koordinasi Meningkatkan koordinasi 
- Mclaksanakan Koordinasi 

ketcntraman dan kctcntraman dan 
Pcncrapan dan Pcnegakan 

keterubnn umum kctcrtiban umum 
Pcraturan Dacrah dan 
Pcraturan Keoala Dacrah 

Mcningkatnya Mcngoptimalkan - Mclaksanakan Urusan 
pcnyclcnggaran urusan pcnyclcnggaran urusan Pcmcrintahan Umum 
pcmcrintahan umum pcmcrintahan umum scsuai Pcnuga:,,an Kcpala 

tcrhadap layanan Dae rah 
masyarakat 
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RE C APROGRAMDANKEGIATANSERTAP NDANAAN 

Rencana Program merupakan pencapaian visi dan misi seluruh program yang 

dirumuskan dalam renstra beserta indikator kinerja, pagu indikator dan target Perangkat 

Daerah .. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian 

keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan 

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan basil yang dilaksanakan 

Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan 

kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan pennasalahan - permasalahan yang 

dihadapi. 

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020- 

2024 meliputi: 

I .  Program Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pelayanan Publik 

Sasaran Program : Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan 

puplik 

Kegiatan: 

a) Koordinasi Penyelenggaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecama an; 

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Sasaran Program :. Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan di 

Kecamatan 

Kegiatan : 

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

b) Kegia.tan Pemberdayaan Kelurahan 

3 .  Program Koordi.nasi Ketentraman dan Ketertiban U mum 

Sasaran Program : Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat 
diselesai.kan 
Kegiatan : 

a) Koordinasi Penerapan d!an Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daer ah 

4. Program Penytelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sasaran Program : Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pcmerintahan 
um urn 
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Kegiatan: 

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah 

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran 

keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontianak Utara pada kurun waktu 5 

(lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program 

setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi 

kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. 

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan untuk 

menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi 

penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai 

penyelenggaraan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam upaya mencapai 

visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Dalam rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima] tahun . Kerangka pendanaan Kecamatan Pontianak· tara Kota 

Pontianak tahun 2020-2024 diuraikan dalam tabel berikut: 



TABEL 6.1 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, IND!KATOR KINERJA, KELOMPOK SA.SARAN DAN PENOANAAN INOIKATIF KECAMATAN PONTIANAK UTARA 
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Til11et Klnerjil Pr0t:rilm diin Keninckil Pend•nnn kondisi Kinerja pada 

INlllKATOll l:INUU� 
akhlr perlode Unit Kerja 

PROGRAM DAN 
TUJUAN,S.O.S,,UN Renstra Peran1bt Perangkat 

NO TUJUAN ASA RAN «cce P�OGIIAM IOUTCOh1E] 2021 2022 2023 2024 
Daerah 12024) Daerah lol<MI 

KEGIATAN OAN WilAT.o\N 
Penancsu 

!OIJTPIJT) 
ngJawab 

Targel ,, Target 

" 
Target 

" 
Target ,, Target 

" 
' 

z s ' " " " " " •• 

�ilai lndeks 
SANGAT t,529,81 SANG AT 2,352,803, SANGAT 3,002,398,4 SANGAT �.089,808,2 SANGAT 2,661,808,2 

�epuasan 
lilasvuakat l!KMI 

BAIK 4,086 BAIK 000 BAIK 20 BAIK 

" 
BAIK so 

' 
enmgkat ndek .DI.OZ PROGRAM .... rsentase ... 81,202,6 

"" 
158,969,D 

'" 
1,160,589,S 

""" 
l,194,362,6 

""' 
1,194,362,6 1Cecama1a 

-· PENYELENGGARAA ulaksananya 
" 

00 00 

" " 
Poo ...... k 

va epuasan 
' 

ual,tas Masyarak N PEMERINTAHAN �eg,atan Pon1,a..alt 
a ya nan 

' 
DAN PELAVAMAN .,.merlntah•n d•n uura 

epada PUBllK P,:l•y-.,.;in publiilt 
masyaraka 17 01 02.2 01 Koordin.1,1 erlilksananya 26 73.612 6 26 150,000,0 3 Laporan 54,000,000 3 laporan 55,571,400 3 !aporan 55,571.400 

Pe"yelengsaraan �eg,atan pelayanan Kegiatan 
" 

Kegiatan 00 

Keglatan �ublik yang 
Pemerintahan di �ilimpahkan di 
"ingkat Kecamatan ecamalan 

0102201 Koordinas1/Sinergi umlah kegrata'1 a 73,612,6 8 150,000,0 3 laporan 54,000,000 3 laporan 55,571,400 3 lal)Oran SS,571.400 
p, Perencanaan dan prg;mi.asi Perangl<at Kegiatan. 

" 
Kegiatan: 00 

Pelaksanaan loaerah, Musrenb.ing 
' ' egiatan iKecamatan, Keg,atan, Kegiatan: 

Pemenntahan IPenyaluran Bantuan 
" " Oeng.in Perangkat �PNT dan lnovas, Keg,atan, Keg,atan, 

Daerah iunggulan Kelurahan s s 

kegTatan keg,atan 

. 01.02 2.02 Penyelenggaraan erlaksananva ,. 7,590,00 ,. 1.106 589 . 16 Laporan 1.106,589,5 
" 

1.138,791,2 
" 

1,138,791.2 
\.Jrusan eslatan pelayanan Laporan 0 Laporan 000 00 Laporan 

" 
Laporan 

" Pemermtahan yang �nma d, Kecamatan 
ldak O,laksanakan 
leh Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
ans ada d1 
ecamatan 
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'101.02202 Peningkatan umlah Dokumen 12 7,590,00 12 bulan; 1106 589 16 laporan 1,101,589,S 
" 

1,138,791,2 
" 

1,138,791,2 
03 Efektifitas IPelavanan Prima laporan, 0 

' 
500 00 laporan 

" 
laporan 

" Pelaksanaan �esua, Standar dan 
' 

dokurrwn 

Pelayanan Kepada �OP; kepada la po ran 

Masyarakat di riasyarakat dan 
Woiayah �okumen IKM 
Kecamatan 

Menmgka .Ot.03 ;nOGRAM ersenlase ... 756,584, 

"" 
1,209,865, ... 1,187,360,4 

"" 
1,301103,7 ... 1,301103,79 ICeo:.amata 

- PEMBERDAYAAN �eterllbatan m 000 00 

" ' 
Pon ...... k nva n 

emDerd MASYARAKAT �nHyaraltat �bim Ponti;u,ak 

yaan 0ESA DAN .. egiatan di Ulara 

masyarak /(ELURAHAH !Kecamau.n 
t 

.ci.oa 2.01 oord,nas, erl.:iksananya 12 SS,646,6 iz 135,000,0 ,., 76 913 000 ,., 79,191,168 aa 79,191.168 
egiatan e'l!latan d1 Laporan, 56 laporan, 00 tsasan 4 Laporan, laPQran 

Pemberdayaan �ecamatan 
" " - ' ' 

·� 
�eR1atan kei;:1atan .. , teziatann 

.Dl.03 2.01 eningkatan umlah Fasil11as1 
" 

55,646,6 l2 135,000,0 l2 76,913,000 
" 

79,191,168 
" 

79,191.168 
03 fekt,f,tas Keg,atan IKeg,atan PKK laporan, 56 la!)Oran, 00 l.iporan, 

' 
laporan, la po ran, 

Pemberdayaan it(ecamatan, Keg1atan i 
' 

laporan, z 1 laporan. 
' Masyarakat d, IForum Allak keg,atan, keg,atan, laporan, 12 laporan, laporan, 

�olayah �ecamatan, Keg,atan 
' ' 

z 

Kecamatan iolahraga Kesenl.an keg,atan, keg!atan, laporan. 
idan Kebudayaan, 

' ' 
12 laporan n 

it(eg,atan Hari Besar keg,atan, keg,atan, 2 laporan, lap or an 
�eagamaan. Kegiatan 

"' 
12 2 laporan. n 

potong Royong, egiatan keg,atan ldpOr3n 
eg,atan MTQ/STQ 

' 
t 4 lapo.-an a 

li(ecamatan dan keg,atan, kegiatan. 4 laporan laporan. 
�egtatan Lomba i 

' �rakan Pengantin, keg,amn kegeatan 

�enam ASN 4 laporan 

.01.03 2.02 egiatan erl.iksananya 
'" 

700.937, 
'" 

1,074,865. 4 keg1atan, 1. IS4,000,0 
' 

1.221,912,6 
' 

1,221,912.6 
Pemberdayaan eglatan Keglatan ssi Kegiatan 000 28 Unrt, 20 00 kegiatan, 29 keglatan, 29 

Kelurahan IPemberdayaan Pokmas/Or 28 Uno!, 28 Uno!, 
it(.el .. rahan yang ma, ,0 ,0 

'11ehbatkan LPM dan Pokmas/ Pokmai/ 
'1'asyarakat akt,f Orm as Orm as 



'101.03202 Peningkatan IM1.1srent.ang 
' 

75,660,2 
' 

100,000,0 4 keg1atan 60.000 000 
' 

61,746,000 
' 

61,746,000 
., 

parmlpasl elurahan yang keBiatan 76 kegiatan 00 kes1atan keg1atan 
masvarakat dalam idolaksanakan oleh 
orum musvawarah PM eeioectren clan 

perencanaan �erkoord1mm 
pembangunan d, �engan Kelurahan 

elurahan 

.Dl.Q3 2 02 Pembangunan umlah Sarana dan 32 1,000,000,0 32 1,029,100,0 32 1,029,100,0 
., 

arana dan IPrasarana Kelurahan un,t 00 un,t 00 Umt 00 
Prasarnna �ang terbangun 
J<elurahan 
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'101.03202 Pemberdayaan umlah Penyediaan 21 553,982, 21 900,000,0 20 94,000,000 20 96,735,400 20 96,735.400 

03 Masyarakat di lctan Pemel1haraan kegiatan 995 kegiatan 00 pokmas/or 1Pokmas/o pokmas/ 

elurahan �arana Prasarana mas mas ormas 
IP01yandu/Penirnban 
• dan SeJen1mva, 
l'enyaluran Rilhan 
!Material Sarana 
IPrasarana fas,l,us 

1Pend1d1kan dan 
IKebudayaan 
!Masyarakat Non 
it(omerS1I, fas1!1liiso 

IPenyelenggaraan 
!Kegtatan Olahrago 
1Rut1n Tingkat 
il(eh.trahan. fasiliusi 
f'enyelenggaraan 
1Pend1d,kan 

eterampilan 
ir',bsyarakat 
!Kelurahan, 
IPenyed,aan Sarana 
l>tasarana 

et>Ers,han 
ingkungan dan 

IPengumpul SamJ>ilh 

�elurahan. fasili13si 
eg,atan PKI( 

it(eh.trahan, Gotong 
!Royong Kelurahan. 
IPembmaan Forum 
V\nak Ke!urahan 
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'101.03202 E�aluas, Ke!urahan umlah Keg,atan 9 71,294,3 9 74,865,00 9 keg1atan 33,360,440 9 34,331,229 9 l-4.331.229 
.. IPerlombaan Yang kegiatan 20 kegiatan 0 keg1atan keg1atan 

�,fas,htas, Keg,atan 

cmbe 
�eh.trahan,Perlomba 
l•m PHBS, RW S1aca, 
l'ellombaan PKK KB 
il(ES, Perlombaan 
!Posyandu, JamOOre 
l>osyandu, Lomba 

ans,a dan Forum 

it(omumkas, Keluarga 
�ehat 

17.01.04 rKOGRAM rersentH,e 90% 351,672, 

""' 
400,000,0 

"' 
49,230,000 

"""' 
50,662,593 

'°"" 
S0,662,593 ICec:•maia 

-· KOOflOINASI !koordinasi 
"' 

00 
Pon-� 

" KETEHTII.AMAN �angguan Trantibum Pontia"-'k 
DAN KETERTIBAN 1V1n1 cbpilt Uta1o1 

IJMUM !ilisetesaikiln 

17 01.04 2 02 oordinasl erl,ai<s,ananaya 60 351,672, 60 400,000,0 60 la po ran 49,230,000 60 50,662,593 60 S0,662,593 

Penerapan dan �oordlnasl Gangguan Keglatan 786 Keglatan 00 Laporan lal)<)ran 
enegakan ran1,bum yang 

Peratuean Oaerah idapat faelesaikan 
,;Ian Peraturan 
Kepala Oa,:,rah 

01.04 2 02 Koordinas1/S1nerg1 umlah Pelaksanaan 60 351,672, 60 400,000,0 60 laporan 49,230,000 60 S0,662,593 60 50,662,593 
p, Oengan Perangkat �eg1atan Kegiatan 

"' 
Kegiatan 00 laporan la po ran 

Daerah yang Tugas IKetentraman dan 
dan Fung�inya d• it(etertii).in 
B,dang Penegakan !l(ecamatan 

eraturan 
Perundang- 
Undangan 
dan/atau 
Kepoli11an Negara 
Repubhk Indonesia 

.01.05 ,-,.OGRAM -..r5ent1n 90% 332,764, 

""' 
S7S,OOO,O 

""' 
528,30SAIO 

""' 
543,679.16 90% 543,679,169 

PENYUENGGARAA IKoordin.isi 
'" 

00 9 
N URUSAN Jlenyelengg;,raan 
f>tMUUNTAHAN �ruHn 
UMUM pemerlntahan 

m,m 



VI - 46 

37 - 0105201 enyelenggaraan erlaks;,,nanya 332,764, sa 575,000,0 86 or.mg 528,305,480 86 orang 543,679.16 86 orang 543,679,169 
�rusan !Koordlnasl 1:epa1an 

"' 
kegiatan 00 9 

Pemenntahan Jlenyelenggaraan 
1,)mum sesuat �ru5an 
'Penugas.an Kepala pemermtahan umum 
Oaerah 

.01.05.2.01. Pemb,naan umlah Keglatan HUT 
' 

45,000,00 
p, Persatuan dan !RI Kecamatan keg,atan 0 

Kesatuan 

17.01.05 2 01. Pemb,naan umlah Pelaksanaan sr 332,764, 

" 
530,000,0 86 orang 528,305,480 86 orang 543,679,16 86 orang 50,679,169 

P' )(erukunan �eg,atan Lomba keg,atan 

"' 
keg,atan 00 9 

Antarsuku dan !Kelurahan Tmgkat 
ntrasuku, Umat !Kecamatan, Lomba 

Beragama, Ras, dan IA,dmimmasl RT, 
Golongan l.;lrnnya �eg,atan Lomba 
G,ma MeWUJUdk.an IKebernhan PHSS 

tabilitas Kemanan ldan RW Siaga, 
okal, �egional, IPerayaan Haro Jad, 

dan Nasional �ota Pontianak 
Batulayangl lomba orakan 

J)engant,n dan 
iseprahan), Kegtatan 
J)embmaan MTQ 
�ecam.tan dan 
!Kelurahan 



BAB.VII. 

KlNERJA PELAYANAN BJDANG URUSAN 

Dalarn rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pontianak 

utara mcnetapkan bebcrapa Indikatcr Kincrja Kccamatan Pontianak Utara yang harus tcrcapai 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang 

tcrtuang dalam RP JMD. Target pcncapaian kincrja scsuai dcngan Pcmcrintah dan Perangkat 

Dacrah akan mcmpcrtanggungjawabkannya kcpada pcmcrintah sctiap tahun mc\alui dokumcn 

Lkpj tahunan dan Lkpj 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. lndikator 

Kinerja RPJMD yang di acu olch Rcncana stratcgis (Rcnstra) Kccamatan Pontianak Utara 

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. lndikator kinerja Kecamatan Pontianak 

Utara Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang 

mcnjadi bagian dari tugas Kccamatan Pontianak utara untuk mcwujudkan sekaligus mcnjadi 

lndikator Kinerja Utama (TKU) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2020-2024, 

dilihat pada tabcl : 

lndikator Kinerja 
Yang Mcngacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD 

Tahun 2020 - 2024 

Kondisi Target Capaian Sctiap Tahun Kondisi 
Kincrja Kincrja 

No lndikator pada awal pada akhir 
pcriodc 2020 2021 2022 2023 2024 periode 
RPJMD RPJMD 

Ind ck 
Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat 

I .  Kepuasan 
Masyarakatt 

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
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BAB.VIIl. 

PENUTUP 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra} Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2020-- 

2024 ini merupakan dokurnen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak 

Utara Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang 

mcndasar dan berorientasi pado. hnsil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) 

tahun ke depan. 

Perubahan Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijaknn dan 

program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajemn organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Utnra. 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kora Pontianak Tahun 

2020-2024 mcrupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga 

digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan alas kinerja tahunan dan limn 

tahunan. 

Dengan mengintegrasikan berbngai keahlian sumber daya Jain yang dimiliki 

Kecamatan, penyusunan Perubahan Rencana Strategsi (Renstra} diharapkan mampu 

mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis bnik di intern 

Kecamatan maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak. 

Akhimya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 

Pontianak Utara tahun 2020-2024 semoga dapo.t bermanfaat bagi scmua pihak, clan mampu 

mendorong pencapaian visi Kora Pontianak : " PONTIANAK KOTA KHATULJSTIWA 

BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BEIMURTABA r: 

WAL! KOTA PONTIANAK, 

tld 

EDI RUSO! KAMTONO 
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